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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Implementasi 

Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi 

memiliki  makna pelaksanaan atau penerapan. Menurut Budi Winarno (2014:147) 

implementasi dipandang  secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang di 

mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 

program-program.   

George C. Edward III (dalam Agustino, 2014:149), mengkaji empat faktor 

atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, 

disposisi. 

1. Struktur Birokrasi  

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya 

dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, 

institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu 

birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. 

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2005:149-160) mengidentifikasi enam 
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karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di 

Amerika Serikat, yaitu: 

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-

keperluan publik (public affair). 

2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 

kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya. 

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 

5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu 

jarang ditemukan birokrasi yang mati. 

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari 

pihak luar. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi 

suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan 

menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.  
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2. Sumber Daya  

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : 

“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and 

supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut 

dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian 

dan kejelasan; “Insufficient resources will mean that laws will not be 

enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be 

developed “. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai 

suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan 

teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau 

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan 

nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang 

secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari 

organisasi. (Tachjan, 2006:135) 

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:151-152), sumberdaya 

merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-

indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya 

mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 
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1. Staf 

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 

saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, 

tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

2. Informasi 

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk 

yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 

telah ditetapkan. 

3. Wewenang 

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan 

para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat 
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menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks 

yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi 

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, 

efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; 

tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau 

kelompoknya. 

4. Fasilitas 

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

berhasil. 

3. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan 

”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor 

yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif 

atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 



17 
 

negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik 

kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang 

serius.Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan 

Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan 

melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 

penghambatan lainnya. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam 

Agustinus (2014:141) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik 

biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan 

tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 

permasalahan yang harus diselesaikan. 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus, 

2014:152-153) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 
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diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan 

dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi 

pada kepentingan warga masyarakat. 

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan 

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang 

membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

4. Komunikasi 

Menurut Agustino (2014:150) komunikasi merupakan salah-satu variabel 

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para 

pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. 

Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat 

melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan 

dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino 

(2014:150-151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 
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1. Transmisi 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) 

yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam 

proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah 

jalan. 

2. Kejelasan 

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-

bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak 

ambigu/mendua. 

3. Konsistensi 

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus 

konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang 

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan 

bagi pelaksana di lapangan. 
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2.2 Pegawai Negeri 

Dalam ketentuan umum UU No. 5 tahun 2014, yang dimaksud dengan 

pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pasal 7 UU No. 5 tahun 2014 

juga menjelaskan tentang Pegawai Negeri Sipil, yaitu pegawai aparatur sipil negara 

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

memiliki nomor induk pegawai secara nasional.   

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, disebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga Negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang 

harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai pegawai negeri, yaitu : 

a. Memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
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c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya; 

d. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun jenis pegawai negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 Pasal 2 adalah : 

1. Pegawai Negeri terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

dijelaskan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, 

adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan 

pembangunan. 

Pegawai negeri yang penuh tanggung jawab, kesetiaan, dan  ketaatan terhadap 

Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional 

yang mulia tersebut. Untuk mewujudkan pegawai negeri yang penuh tanggungjawab, 

kesetiaan, dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tersebut maka perlu 

adanya pembinaan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka pengintegrasian 

http://www.sarjanaku.com/
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perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional 

mengamanatkan bahwa arah kebijakan tentang penyelenggaraan negara antara lain 

adalah meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan 

keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan 

prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.  Menurut Malayu S.P Hasibuan 

(2005:87), dengan penilaian prestasi berarti para bawahan mendapat perhatian dari 

atasannya sehingga mendorong mereka bergairah bekerja, asalkan proses penilaian 

tersebut jujur dan objektif serta ada tindak lanjut. Prestasi kerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dari 

penilaian  prestasi kerja adalah untuk mengetahui apakah pegawai telah bekerja 

sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila seorang 

pegawai telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka pegawai tersebut memiliki 

prestasi yang baik, begitu juga sebaliknya.  Manfaat yang diharapkan dengan adanya 

prestasi kerja ini adalah akan mampu meningkatkan kinerja individu, meningkatkan 

kinerja instansi, adanya efisiensi, meningkatnya kualitas pelayanan. Pemerintah juga 

akan dapat menggunakan penilaian kerja ini sebagai alat pengambilan keputusan 

dalam rangka menetapkan kompensasi dan kenaikan jabatan atau pangkat.  
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2.3 Disiplin 

Mangkunegara (2001:129) mengutarakan macam-macam displin kerja dalam 

organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan bersifat korektif:  

1. Disiplin Preventif  

Pendekatan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para 

pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar 

yang ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, 

tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan 

pencegahan jangan sampai para pegawai berprilaku negatif. Keberhasilan penerapan 

pendisiplinan preventif terletak pada disiplin pribadi para pegawai organisasi. Akan 

tetapi agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling sedikit ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu :  

1. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang 

merupakan miliknya.  

2. Para pegawai perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang 

wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud 

seyogianya disertai informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai 

ketentuan yang bersifat normatif tersebut.  
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3. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisplinan diri dalam 

kerangka ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi.  

2. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, pegawai yang 

melanggar disiplin perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara 

peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran bagi pelanggar. Berat atau 

ringannya suatu sanksi tentunya pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. 

Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. Artinya 

pengenaan sanksi diprakasai oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, 

diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir diambil oleh 

pejabat pimpinan yang berwenang. Pendisiplinan dilakukan secara bertahap, dengan 

mengambill berbagai langkah yang bersifat pendisiplinan dimulai dari yang paling 

ringan hingga yang paling terberat. Misalnya dengan peringatan lisan, pernyataan 

ketidakpuasan oleh atasan langsung, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan 

kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sementara, 

pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentiaan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri, pemberhentiaan tidak dengan hormat. 
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Husein (2000:39) berpendapat bahwa seorang pegawai yang dianggap 

melaksanakan prinsip-prinsip disiplin kerja apabila ia melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja.  

2. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan organisasi.  

3. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan.  

4. Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapih.  

5. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien.  

6. Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah 

lewat jam kerja.  

7. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja.  

8. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak 

tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit. 

Faktor–faktor yang mempengaruhi kedisiplinan (Fathoni, 2006) adalah 

sebagai berikut:  

1. Tujuan dan kemampuan.  

2. Keteladanan pimpinan  

3. Keadilan  

4. Waskat merupakan tindakan nyata dan paling efektif untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan. Atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, 
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moral, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus 

selalu hadir di tempat kerjanya agar dapat mengawasi dan memberikan 

petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan.  

5. Sanksi hukuman.  

6. Ketegasan   

Semua organisasi atau perusahaan pasti mempunyai standar perilaku yang 

harus dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan  dan menginginkan para 

karyawan untuk mematuhinya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam ketentuan umum PP No. 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 

dijatuhi hukuman disiplin. 

2.4 Perkawinan 

Pengertian Perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir (2010), Pernikahan 

adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 

laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, 

dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman 

dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. 
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Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa ”Perkawinan sah 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS. Bagi pegawai yang tetap cerai sebelum mendapatkan izin dari 

pimpinannya melanggar bisa PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. Apabila mereka belum menerima persetujuan cerai dari pimpinan atau ketua 

pembina PNS, berarti mereka melanggar disiplin. Sehingga bisa dikenakan hukuman 

disiplin ringan, sedang, dan berat. 

Perceraian adalah salah satu hal yang boleh dilakukan (halal), tapi sangat 

dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena hal itu, pemerintah Republik Indonesia melalui 
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai 

yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan. 

Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut 

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
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2.5 Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini 

tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang isinya yaitu : 

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah 

Provinsi Riau. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. Dalam pasal 56 Peraturan Daerah di atas, Badan Kepegawaian Daerah 

mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk 

melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah 

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. 

 Susunan Organisasi BKD Provinsi Riau tertuang dalam pasal 13 Peraturan 

Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Salah satu misi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan 

BKD untuk mewujudkan pelayanan prima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, dimana  tugas-

tugasnya lebih berorientasi pada pelayanan kepegawaian. 
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PROGRAM BKD 

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 

2. Program Peningkatan Kedinasan; 

3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur; 

4. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara; 

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur; 

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 

8. Program Peningkatan Displin Aparatur; 

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 

Keuangan. 

 Pada point ke delapan “  Program Peningkatan Disiplin Aparatur “ penulis 

membatasi penelitian berfokus pada permasalahan pelanggaran disipilin oleh ASN 

pada permasalahan perkawinan bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan di BKD 

Provinsi Riau.  

Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Pegawai meliputi layanan berupa 

Sumpah PNS, Izin melakukan Perceraian PNS, Tabungan Perumahan/TAPERUM , 

Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) , Pemilihan PNS Berprestasi 

Baik, Pembinaan Pegawai, Pemberian Sanksi. 
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Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari 

beberapa sub bidang yaitu: 

a.   Sub Bidang Kedudukan Hukum; 

b.   Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. 

c.   Sub Bidang Pembinaan Pegawai 

Tugas Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai 

1. Menyelenggarakan proses pensiun pegawai 

2. Menyelenggarakan proses tentang pemberhentian dan pemberhentian 

sementara; 

3. Menyelenggarakan proses pemberian uang tunggu dan uang duka tewas 

4. Melaksanakan administrasi kepegawaian tentang permohonan ijin perkawinan 

dan perceraian 

5. Melaksanakan sistem pengendalian intern 

6. Penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan pengaduan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Menyelenggarakan kedudukan hukum pegawai sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 
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System pelayanan yang diberikan oleh Bidang Kedudukan Hukum ialah 

pelayanan terhadap pegawai di lingkungan Badan/ Dinas Provinsi Riau yang ingin 

melalukan pengurusan adminsitratif untuk keperluan ASN. 

Syarat Pengajuan  Perceraian Bagi PNS: 

1. Surat Pengantar dari SKPD 

2. Surat Panggilan kedua belah pihak dari SKPD 

3. BAP/Keterangan Kronologis Gugat Cerai dari SKPD 

4. Surat Keterangan Gugat Cerai dari Lurah diket. Camat (asli) 

5. Surat Keterangan Gugat Cerai dari BP4 (asli) 

6. Surat Panggilan 1 & 2 untuk kedua belah pihak dari BKD 

7. BAP/Keterangan Kronologis Gugat Cerai dari BKD 

8. Data Pendukung : 

- Fotocopy Surat Nikah, KK, KTP Suami/Istri 

- Fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir 

Posedur Pemberian Sanksi kepada PNS yang telah melakukan tindakan 

disipliner berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 

1. Tahap pemanggilan  

Pada tahap ini kepala dinas/badan telah menerima laporan-laporan dari atasan 

yang bersangkutan atau mungkin bisa laporan dari lsm-lsm atau yang lainnya, 

yang sebelumnya sudah ditelah terlebih dahulu oleh kepala Seksi Pembinaan 
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dan Pengembangan Pegawai. Setelah semua laporan sudah diterima oleh 

kepala dinas dan dipelajari maka yang bersangkutan akan dilakukan 

pemanggilan. Dalam pemanggilan ini dilakukan sampai 3(tiga) kali apabila 

yang bersangkutan tidak hadir atau mangkir. Apabila sampai 3(tiga) kali 

pemanggilan masih belum hadir maka kasus tersebut akan diserahkan kepada 

bupati langsung dengan konsekuensi hukuman yang lebih berat. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, pada tahap pemanggilan di dinas/badan 

sudah sesuai alurnya serta pihak dinas sendiri sudah tegas karena untuk 

mengantisipasi yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan dilakukan 

sampai tiga kali setelah itu diserahkan langsung kepada bupati dengan 

konsekuensi hukuman yang lebih berat dari yang sebelumnya dilakukan.  

2. Tahap pemeriksaan  

Setelah kepala dinas menerima laporan laporan pada tahap pemanggilan, 

berkas tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Pegawai untuk ditelah kembali data data yang sudah masuk. 

Pada tahap pemeriksaan ini Seksi Pembinaaan dan Pengembangan Pegawai 

berperan penting yang bertindak sebagai tim pemeriksa. Di sini tim pemeriksa 

akan memberi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Setelah itu tim pemeriksa membuat berita acara yang nantinya 

akan diserahkan kepada Bupati. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan, pada tahap pemeriksaan di Dinas sudah sesuai. Sudah ada tim 
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khusus yang menangani pemeriksaan yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Pegawai berserta stafnya. Namun, di sisi lain Dinas dalam 

melakukan proses hukum terdapat terobosan dimana hal ini akan 

mempermudah dan mempersingkat proses hukuman disiplin. Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai selaku bidang yang mengurusi segala 

urusan yang berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 ini melakukan 

koordinasi dengan pihak intern dinas dan pihak yang bersangkutan dalam 

pemecahan masalah. Seperti yang peneliti temukan dalam wawancara bahwa 

dalam proses hukuman disiplin apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh 

pihak intern dinas maka masalah tersebut tidak perlu diserahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten . Hal ini akan mempercepat dan mempermudah dalam 

proses hukuman disiplin sehingga lebih efisien.  

3. Tahap Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pada tahap penjatuhan hukuman disiplin, tim pemeriksa Dinas membuat 

berita acara yang dilaporkan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menyerahkan 

kepada Inspektorat untuk diperiksa ulang berkas-berkas tersebut. Di sini 

Inspektorat berperan sebagai komando utama dalam seluruh proses 

pemeriksaan tersebut. Pada saat pemeriksaan tersebut dibentuk tim khusus 

yaitu Inspektorat, BKD, bagian hukum kabupaten, dan pihak dari Dinas 

terkait. Pada tahap ini dalam pemeriksaan bukan hanya yang bersangkutan 

yang diperiksa, tetapi juga dari Kepala Dinas maupun atasan dari yang 

bersangkutan. Setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, Inspektorat 



35 
 

membuat resume dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan perundingan 

dari tim berupa sanksi yang pantas dijatuhi  kepada yang bersangkutan, 

selanjutnya Inspektorat melaporkan kembali ke Bupati untuk diputuskan. Pada 

tahap ini Dinas/ badan, BKD, dan bagian hukum kabupaten untuk membentuk 

tim khusus yang berperan memeriksa yang bersangkutan selanjutnya 

menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan.  

4. Tahap Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin  

Tim khusus yang meliputi Inspektorat, BKD, bagian hukum kabupaten, dan 

pihak dinas setelah menentukan hasil atau hukuman disiplin apa yang akan 

dijatuhi kepada yang bersangkutan berupa BAP, hasil keputusan tersebut akan 

disampaikan kepada Gubernur untuk pengesahan melalui rapat. Setelah 

disahkan oleh Gubernur keputusan tersebut akan diserahkan kepada Kepala 

Dinas untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Pada tahap 

penyampaian keputusan hukuman disiplin di Dinas sudah sesuai dengan 

prosedur. Dalam tahap ini pihak dinas tidak terlalu berperan karena dinas 

tinggal menunggu hasil dari rapat oleh Inspektorat dan Gubernur mengenai 

penjatuhan hukuman disiplin.  

5. Tahap Upaya Administratif  

Pada tahap upaya administratif ini yang bersangkutan mempunyai hak apabila 

merasa keberatan dengan keputusan hukuman disiplin yang telah disampaikan 

sebelumnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai hal yang boleh atau tidak 
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boleh untuk melakukan upaya ini. Selama yang bersangkutan merasa 

keberatan maka diperbolehkan. Apabila yang bersangkutan merasa keberatan 

dan ingin menggunakan haknya untuk melakukan upaya administratif, maka 

yang bersangkutan harus membuat surat gugatan kepada PTUN dengan 

mencantumkan alasan-alasan serta data-data mengapa yang bersangkutan 

ingin melakukan upaya administratif. Setelah surat masuk ke PTUN dan 

diproses, kasus tersebut ditangani langsung oleh bagian Kedudukan Hukum di 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sedangkan Inspektorat dan pihak 

dinas terkait bertindak sebagai saksi ahli.  

2.6 Pandangan Islam Tentang Perkawinan 

Pernikahan dalam komplikasi hukum islam diartikan sebagai berkumpulnya 

atau menyatunya sepasang laki - laki dengan perempuan melalui akad nikah dan 

memenuhi syarat-syarat pernikahan  serta rukun nikah yang berlaku dinataranya 

adanya calon mempelai pria dan wanita, wali serta adanya ijab kabul atau akad nikah. 

Pernikahan dalam komplikasi hukum islam diatur dalam fikih pernikahan dan 

pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan 

yang dilarang. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum 

islam. Pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-pernikahan-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rukun-nikah-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan
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Perkawinan). Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 

miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam) 

Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam dalam dalil-

dalil berikut ini : 

ٌَ ْٕوٍ يَخَفَكَّسُٔ ٌَّ فِي ذَنِكَ لآيَاثٍ نِقَ ًَتً إِ َٔزَحْ َٕدَّةً  َُكُىْ يَ َٔجَعَمَ بَيْ َٓا  َٔاجًا نِخَسْكُُُٕا إِنَيْ َْفُسِكُىْ أَشْ ٍْ أَ ٌْ خَهَقَ نَكُىْ يِ ِّ أَ ٍْ آيَاحِ َٔيِ  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. ar-

Ruum 21) 

Kata-kata “poligami” terdiri terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara 

etimologi, “poli” artinya banyak, dan “gami” artinya istri. Jadi, poligami artinya 

beristri banyak. Secara terminologi, poligami artinya Seorang laki-laki mempunyai 

lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai seorang 

laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri). Pengertian poligami secara 

terminologi di atas mengacu kepada petunjuk Allah yang membolehkan berpoligami 

sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa 



38 
 

berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami). Poligami memiliki sejarah 

peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami 

merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada saat 

itu disebut poligami tidak terbatas. Suamilah yang menentukan sepenuhnya untuk 

memiliki wanita secara tidak terbatas, dan para isteri harus menerima takdir serta 

tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. 

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, 

pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang 

bersifat kebendaan, dan tidak membedakan istri yang kaya dan yang miskin atau dari 

golongan tinggi dengan golongan bawah. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak 

mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia 

hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi 

istri yang keempatnya, bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istri dua orang, 

maka ia haram menikahi istri yang ketiganya, dan seterusnya. 

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi bersabda: 

ٌَّ انَُّبِيَّ صهٗ الله عهٗ ٔسهىَ قال ُْسيْسَة أَ ًَالَ اِنَٗ : عٍ أَبِي  ُّ ايْسَ أَحَاٌ فَ ٍْ كَاََجْ نَ يَ

ُّ يَائِمُ  َٔشِقَ ْٕوَ انْقِيَايَتِ  ًَا جَاءَ يَ ُْ (زٔاِ ابٕدا ٔد ٔانخسيرٖ ٔانُسائ ٔابٍ حبَاٌ)اِحْدَا  

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang 

mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan 

datang pada hari kiamat dengan bahunya miring” 

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi asas monogami terbuka,
 

perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dimungkinkan bila 
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dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya saja hal itu 

dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

pengadilan. Hal ini diatur dalam UU No. 1/1974 pasal 3(2), pasal 4 (1) dan pasal 5 

(1) dan (2). 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 

beristeri lebih dari seorang apabila:  

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang 

menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan 

dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya. 

Menurut  Abdul Karim Zaidan (2010), syarat bolehnya berpoligami dalam 

tinjauan fiqih hanya ada dua yaitu: 

1. Kemampuan bersikap adil 

2. Kemampuan untuk memberikan nafaqah. Jika diduga kuat seorang suami 

yang ingin berpoligami tidak mampu bersikap adil, maka haram baginya 

untuk melakukannya. 
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Adapun kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat bagi umumnya 

perkawinan, menurut Abdurrahman ada 7 syarat poligami:  

1. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan 

2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan 

3. Istri sakit ingatan 

4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri 

5. Istri memiliki sifat buruk 

6. Istri minggat dari rumah 

7. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan apabila tidak dipenuhi 

menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan keluarganya. 
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2.7  Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan 

penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah 

maupun buku yang berkaitan dengan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 dan izin perkawinan PNS. 

Tabel 2.1 

Penetilian Terdahulu 

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2018 

NO PENELITI JUDUL HASIL PERBEDAAN DANGAN 

PENELITIAN 

1 Ika Untari Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 

2010 Terkait Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil dalam 

Rangka Meningkatkan 

Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil di Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

Mengetahui 

Implementasi 

Peraturan Pemerintah  

Nomor 53 Tahun 2010 

di Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam 

rangka peningkatan 

kinerja pegawai 

Penelitian ini cendrung  

mengulas peran PP Nomor 

53 tahun 2010 dalam 

cakupan disiplin yang luas 

serta menfokuskan 

peningkatan kinerja PNS di 

Yogyakarta 

2 Aries Dwi 

Wahyono  

Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Kabupaten Pati  

Mengetahui 

Implementasi 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

di Kabupaten Pati 

Penelitian ini mengulas 

peran PP Nomor 53 tahun 

2010  dalam cakupan 

disiplin yang luas di 

Kabupaten Pati 

3 Siti Nurul 

Midayanti  

Implementasi Peraturan 

Pemerintah  Nomor 10 

Tahun 1983 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990  Tentang Izin 

Perceraian Bagi PNS  di 

Pengadilan Agama Salatiga  

Tahun 2010  

Mengetahui 

implementasi 

Peraturan Pemerintah 

tentang perizinan 

perkawinan PNS di 

Pengadilan Agama 

Salatiga 

Penelitian ini mengulas 

implementasi peraturan 

pemerintah tentang 

perkawinan tetapi tidak 

memfokuskan pelanggaran 

PNS mengenai perkawinan 

terhadap PP Nomor 53 

tahun 2010 
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2.8 Definisi Konsep 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralisir 

kesalhpahaman dalam penelitian maka penulis perlu untuk mengoperasionalkan 

konsep – konsep dari seluruh teori yang digunakan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

defenisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. IMPLEMENTASI 

Bagaimana Pelekasanaan atau peranan suatu badan sesuaikan dengan 

peraturan pemerintah yang belaku.  

2. DISIPLIN 

Aturan yang telah ditetapkan dan diwajibkan dan dipaksa untuk mengikuti 

dan manaati, guna menjaga keseimbangan sebuah tataan organisasi. 

3. PNS 

Pegawai Negara Sipil sebagai penyelanggara kebijakan yang diberi amanah 

oleh masyarakat dalam menyelangarakan pemerintahan Indonesia.  

4. PERKAWINAN 

Ikatan yang sacral antara lelaki dan perempuan berdasarkan agama dan 

pemerintahan. 

5. SANKSI 

Balasan atas apa yang telah dilanggar, menjaga ketertiban agar tidak banyak 

orang yang melakukan pelanggaran agar tercipta perdamaian, dan 

kesetaraan. 



43 
 

2.9 INDIKATOR PENELITIAN 

Tabel 2.2 

Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri 

(Studi Kasus Permasalahan 

Perkawinan Di Lingkungan 

Badan Kepegawain Daerah 

Provinsi Riau) 

Struktur Birokrasi SOP 

Sumber Daya 1. Staf 

2. Informasi 

3. Wewenang 

4. Fasilitas 

Disposisi 1. Pengangkatan Birokrasi 

2. Insentif 

Komunikasi 1. Transmisi 

2. Kejelasan 

3. Konsisten 

Sumber : George C. Edward III Tahun 1980 (dalam Agustino 2014) 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2018 

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang digambarkan diatas dapat dijelaskan 

bahwa analisis terjadinya banyak pelanggaran disiplin oleh para pegawai di Kota 

Pekanbaru dan peran BKD Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya guna 

menciptakan ASN yang berkualitas efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.  

Peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yang tertuang 

dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawianan, Peraturan 

Peran BKD Provinsis Riau memberikan sanksi terhadap ASN 

Penyelesaian permasalahan perkawinana ASN dan pemberian sanksi kepada ASN 
yang melanggar disiplin pegawai

PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Terjadi banyak pelanggaran disipliner perkawinan oleh ASN
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

PNS. Peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010 menjelaskan tentang disiplin pegawai, 

dimana banyak terjadi pelanggaran disiplin oleh PNS dalam perkawinan. 


